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ABSTRAK
Nama : Zulkifli Amir
NIM : 10500110123
Jurusan : IlmuHukum
Judul : Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi dalam Melakukan
Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas
Undang - Undang Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum berperan besar dalam
bidang lalu lintas. Pelanggaran menjadi salah satu permasalahan di bidang lalu
lintas. maka perlu dilakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
penindakan dilakukan dengan menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas.
Dari masalah yang dikaji, maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut
tentang, bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan
barang bukti pelanggaran lalu lintas. Dengan metode yang digunakan adalah
Normatif, dengan berpedoman pada peraturan yang dapat dijadikan dasar
untuk menganalisis gejala hukum yang timbul pada ruang lingkup lalu lintas.
Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh (Penyidik) berdasarkan Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b)
serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
pasal 259 ayat (1) dan (2). Penyitaan pada hakekatnya wewenang dan fungsi
penyidikan. Polisi melakukan penyitaan apabila terjadinya pelanggaran. Polisi
menyita berupa surat kendaran, surat izin mengemudi dan kendaraan bermotor
sebagai barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas pasal 260 ayat 1 huruf
(a) dan (d). Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan pemeriksaan
acara cepat.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.
Dalam hal pengaturan mengenai lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi
salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang
terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Karena itu berlakunya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan
Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting
terhadap pengaturan sistem transportsi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di
Indonesia.
Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran
hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.1 Pelanggaran ringan yang
kerap terjadi adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap
sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Terkait
kewenangan tersebut polisi dapat menyita barang bukti itu. Penyitaan
1 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Refika
Aditama, 2003), h. 20.
berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Pelanggaran lalu lintas seperti ini dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi
masyarakat pengguna jalan sehingga kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah dan
sebagai penindak  dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga
mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.2 Mengendarai kendaraan secara kurang
hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku
yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari
akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan kecepatan
maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi
yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu
lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya
ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama
mengenai perluasan jaringan jalan raya.3 Sehingga menimbulkan ketimpangan
yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti  kemacetan dan
kecelakaan lalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukan bahwa
tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika
dalam berkendara.4
2 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah
Sosial, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1989), h. 58.
3 Soerjono Soekanto, Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu
Lintas, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h .2.
4 Toto Suprapto, Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, Dalam Suara Merdeka, (Semarang:
19 September 2011), h. 7.
Di dalam Islam juga terdapat perintah agar umat islam mengikuti dan
mentaati ulil amri,dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan surat
izin mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaan umat islam terhadap
pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara republik
indonesia.
Dalam hal pelanggaran lalu lintas,dijelaskan pula oleh Syaikh Bin Baaz
dalam Kitab Fatawa Islamiyah :
ﻻ ﻢﻴﻈﻌﻟا ﺮﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﻟ روﺮﻤﻟا نﺄﺷ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻒﻟﺎﺨﻳ نأ ﻢﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏ وأ ﻢﻠﺴﻣ يﻷ زﻮﺠﻳ
 ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﺻﺮﺣ ﻚﻟذ ﺖﻌﺿو ﺎﻤﻧإ ﷲا ﺎﻬﻘﻓو ﺔﻟوﺪﻟاو ، ﻩﺮﻴﻏ ﻰﻠﻋو ﻪﻴﻠﻋ ﻦﻋ رﺮﻀﻟا ﻊﻓدو ﻊﻴﻤﺠﻟا
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
:Artinya
Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim
untuk melanggar peraturan orang lain, Pemerintah. Semoga Allah memberi
taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang
kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak
kemudharatan bagi kaum muslimin.5
Tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang
menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya
jera dan yang semisalnya. Sebab Allah Swt. dapat mencegah orang berbuat
kejahatan dengan penguasa yang dia tidak jera dengan Al Qur’an. Banyak
manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al Qur’an dan As Sunnah,
namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai
macam jenis hukuman. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah
dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat
mayoritas manusia.
5Syaikh bin bazz, fatwa islamiyyahhttps://atsarussalaf.wordpress.com/2010/03/26/hukum-
melanggar-peraturan-lalu-lintas/html. (14 Desember 2014).
Sebagaimana Firman Allah Ta’ala: ayat Alquran surah An-Nisa’/ 4:58
                  
              
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.6
Allah Swt. menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia
kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat
oleh orang lain. Ayat ini menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik
perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang
setimpal. Allah Swt. menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia
kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat
oleh orang lain.
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan
penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan
dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan,
penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009).
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan
negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana
6 Departemen Agama RI, Juz 1-Juz 30, Kitab Suci Al-Qur’an, (Semarang: CV Adi
Grafika, 1994), h. 79.
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin
terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua
pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38
KUHAP).7
Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum
agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan
meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional
(yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan
hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama Polisi dan Kejaksaan sama-sama
sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab
Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk
melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada
waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu
dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut
umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Pengertian
benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah
barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum
yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.
Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian
keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur
dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP,
yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan
dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
7 Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan.
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
pengadilan.8
Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.
Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama
ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar
tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka siding
pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti,
penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam
penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan
pengadilan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum
yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang
kokoh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ironisnya dengan menguatnya peran dan fungsi kepolisian banyak yang
8 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Karya
Anda), h .5.
disalah gunakan oleh para oknum aparat kepolisian dalam melakukkan
penindakan dijalan. Penindakan Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering
disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-
Undang dan berakibat diterapkannya hukuman atau sanksi bagi barang siapa yang
melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam
undang-undang hukum pidana.
Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam
pembuktian pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak
tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak
pidana pelanggaran. Dalam pelanggaran yang sudah ditentukan jenis pelanggaran
oleh Undang-Undang yang terkait, sehingga barang bukti pelanggaran lalu lintas
akan disita. Sesuai dengan judul skripsi ini “Tinjauan Tentang Kewenangan
Polisi Dalam Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan” .
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi fokus
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel variabel atau kata-kata dan istilah-istilah tekhnis yang terkandung dalam
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini
sebagai variabel yaitu sebagai berikut:
a. Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yang
diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa,
dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk
memecahkan suatu persoalan.
b. Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak dan
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
c. Polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu badan yang
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ( menangkap
orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan
pemerintahan    ( pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan
dan ketertiban ).
d. Penyitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian
tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di
bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan.
e. Barang bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda atau
barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan
terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.
f. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU
Nomor 22 tahun 1992 yang mengatur perbuatan – perbuatan yang
dilarang undang- undang yang berakibat diterapkannya hukuman bagi
barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur – unsur
perbuatan yang disebutkan dalam Undang – Undang.
C. Rumusan Masalah
1. Bagimanakah aturan hukum dan Undang-Undang tentang kewenangan
polisi dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu
lintas ?
2. Bagaimanakah penerapan undang-undang tersebut dalam mengatasi
permasalahan lalu lintas ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai
penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dan kendala polisi dalam
penanganan disiplin berlalu lintas menurut beberapa ahli dalam bukunya. Dalam
hal ini beberapa literatur yang penulis yang masih berkaitan dengan pembahasan
yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud
penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh
penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu
dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.9
2. Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang
dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan
“dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik”
serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan. Secara
umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi:
1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di
dalam Ilmu Hukum tindak pidana disebut “Instrumental Delicti”).
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan
dan Penuntutan, (Cet. VIII; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, t.th. ), h. 102.
2. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut
juga “corpora delicti”).
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan
dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan
pembuktian.
4. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang,
kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini
radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.10
3. C. Soemaryono,S.H. Etika profesi hukum(norma-norma bagi penegak
hukum). Buku ini menjelaskan tentang bagaimana polisi akan bergerak
melaksanakan berbagai peraturan yang harus dijalankannya agar dapat
berjalan dengan berbagai kaidah yang ada secara normative dan sesuia
dengan keinginan masyarakat, sehingga dengan norma tersebut diharapkan
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dapat diminimalisir.
4. Soerjono Soekanto, polisi dan lalu lintas: analisis sosiologi hukum, yang
menjelaskan tentang unsure-unsur sosiologis dalam penegakan hokum yang
mesti diperhatikan agar masyarakat merasa terayomi dengan adanya
penegak hokum seperti polisi, terdapat pula penjelasan tentang undang-
undang berlalu lintas yang mesti difahami kegunaannya oleh masyarakat
dan penerapannya oleh aparat agar terjadi keseimbangan antara masyarakat
dan pelaksana hukum dalam prose pelaksanaan peraturan.
5. Karjadi, R.M. Sosroharjono, mengemukakan tentang pelanggaran yang
sering terjadi di jalan raya yang dilakukan oleh para pelanggar hukum,
10Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sistem dan Prosedur, (Bandung: Alumni, 1982), h. 95.
bahkan dalam kajian yang lebih tinggi buku ini  menjelaskan berbagai
interferensi politik dalam mengatur sistematika pelaksanaan hukum  berlalu
lintas di jalan raya di Indonesia.
Prosedur penyitaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
erat hubungannya dengan pembuktian, oleh sebab itu harus ada pembatasan dan
aturan yang tegas supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penegak
hukum sehingga tidak terjadi rekayasa alat bukti yang dapat merugikan
tersangka. Karena tidak semua orang yang dipenjara adalah orang yang bersalah
dan tidak semua orang yang tidak dipenjara adalah orang yang  tidak bersalah
Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.
Proses penyitaan demi kepentingan pembuktian di persidangan harus
dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, antara lain harus ada
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan dapat dilakukan
tanpa adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat hanya untuk keadaan sangat
perlu dan mendesak, apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin
meminta izin Ketua Pengadilan terlebih  dahulu. Penyidik dapat melakukan
penyitaan hanya atas benda yang bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna mendapatkan persetujuan.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan di dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui pelaksanaan kewengan yang dimiliki polisi dalam
presedur penyitaan barang bukti atau alat bukti pelanggaran lalu lintas
2) Untuk mengetahui penerapan Undang–Undang terhadap setiap
pengendara
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat
umum mengenai penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.
2) Kegunaan praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran hukum terhadap kewenangan polisi terhadap penyitaan
baranng bukti atau alat bukti.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan  Mengenai Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian Barang Bukti
Barang bukti merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang
sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti
tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang
dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak
pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).11
a. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah
barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan
barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan
delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.12
b. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh
terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita
oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
c. Hary Sangka dan Lily Rosita mengatakan, barang bukti adalah hasil
serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan atau
pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya, benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.13
11 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, (Jakarta: Sinar Grafika,1989), h. 19.
12 Andi Hamzah, kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986),  h. 254.
13Hary sangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Bandung:
Penerbit Mandar Maju, 2003), h. 99-100.
Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:
a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1
KUHAP).
b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang
ditangani.
c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka
barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas
kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.
Adapun cara mendapatkan barang bukti oleh penyidik yaitu:
a. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka
selanjutnya melakukan penangkapan/penggeledahan badan apabila
tersangka masih berada di tempat kejadian tersebut. Pencarian,
pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan
dengan metode- metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis
operasional seperti laboratorium criminal, identifikasi atau bidang
lainnya.
b. Penggeledahan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal tiga macam
penggeledahan:
1) Penggeledahan Rumah
2) Penggeledahan Badan
3) Penggeledahan Pakaian
Berwenang melakukan Penggeledahan yaitu penyidik baik penyidik
POLRI maupun penyidik khusus (pasal 6 ayat (1) KUHAP).
c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
Laporan atau pengaduan yang diajukan kepada penyelidik
adakalanya disertai dengan penyerahan barang bukti tentang terjadinya
tindak pidana tersebut. Barang bukti yang diserahkan oleh tersangka
secara langsung kepada penyidik setelah ia melakukan tindak pidana
timbul rasa penyesalan atas perbuatannya.
d. Diambil dari pihak ketiga
Dapat pula terjadi barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu
dialihkan kepada orang lain dengan cara menjual,
menyewakan,menukar atau meminjamkan benda tersebut kepada orang
lain atau pihak ketiga. Dalam hal untuk kepentingan penyidikan,
penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga untuk
dijadikan barang bukti.
e. Barang temuan
Penyidik dapat memperoleh barang bukti dari barang temuan,
diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat dimana benda tersebut
tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya penyidik melakukan
penyelidikan atas benda temuan tersebut dalam hasil penyelidikan
dapat disimpulkan bahwa apa benda tersebut tersangkut tindak pidana
apa tidak.
2. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas
Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit
dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam
berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk
menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak
pidana, delict, dan perbuatan pidana.14
Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu:
1. Definisi teoritis yaitu  pelanggaran norma (kaidah, tata hukum),
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa
yang oleh  Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan
(handeling) dan pengabaian (nalaten), tidak berbuat pasif, biasanya
dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan  bagian  suatu
peristiwa.
Sedangkan dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak
pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.15
Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang
tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan pembedaan
antara kejahatan dan pelanggaran. Segalah bentuk kejahatan dimuat dalam buku
II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran dalam buku III
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di bedakan secara perinsip yaitu:
a. Kejahatan sanksi hukumnya lebi berat dari pelanggaran, yaitu
berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama
14 Winih Dwi Lestari, Tinjauan Kriminologis Terhadap TIndak Pidana Pelanggaran
Lalu Lintas, Skripsi Fakutlas Hukum Unhas, Makassar, 2011, h.14.
15 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, (Bandung : CV. Armic, 1985),
h. 86.
b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada
percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum
c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada
pelanggaran.
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tubruk, laga, landa.
“Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan,
menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang
ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran lalu lintas
adalah pelangaran-pelangaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan
bermotor dijalan raya. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana
yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun
2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar,maka dikualifikasikan
sebagai pelanggaran.
Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur
penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman
edisi 1 Tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi:
Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara
mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun
pejalan kaki.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta
pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu
Lintas Jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi
gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas
pendukung.
Menurut Perinkins, Lalu lintas (traffic) adalah pertalian dengan angkutan
dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan
benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan
ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum.16
Kata “Lalu lintas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan
bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan dijalan dan sebagainya, serta
perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran,
udara, darat, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam  Pasal
1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tantang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.17
Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas
Menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.18
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas
adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang
geraknya.
Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan
16Perinkins, Fundamentals of Traffic Engineering, (California: The University of
California, 1992), h. 13.
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
pustaka utama, 1989), h. 874.
18 Naning Ramdlon, Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas, (Bandung: Mandar
Maju, 1990), h. 19.
bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalannan.
Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain
si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan,
gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau
kemacetan lalu lintas.
Pelangggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai
mana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
a. Berperilaku tertib dan
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat
menimbulkan kerusakan jalan.19
Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan
atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal
106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :
a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan
wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan
konsentrasi.
b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib
mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib
19 Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, h. 59.
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan
d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan
wajib mematuhi ketentuan :
1. Rambu perintah atau rambu larangan
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat
4. Gerakan lalu lintas
5. Berhenti dan parkir
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar
7. Kecepatan maksimal atau minimal
8. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan
lain.
3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan
dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut :
Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara
motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak Standar Nasional Indonesia
(SNI), pengendara mobil tidak memakai safety bel, menggunakan jalan dengan
membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang
mabuk, Pengendara melanggar lampu rambu lalulintas. Hal ini yang sering kita
lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas.
Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang
terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, tidak membawa Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM),
membiarkan kendraaan bermotor yang ada dijalan tidak memakai plat nomor atau
plat nomor yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak
mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas, menghitami lampu kendaraan
sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas
oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, tidak
menggunakan kaca spion pada kendaraan.
Selain itu, banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa
menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita
saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kesadaran
pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan, mereka
masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar
bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si
pengendara sendiri.
Adapun dampak dari pelanggaran lalu lintas:
1. Tingginya angka kecelakan dipersimpangan atau perempatan maupun
dijalan raya
2. Keselamatan pengendara yang mengunakan jalan menjadi terancam
bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar.
3. Kemacetan lalulintas yang semakin parah dikarnakan para pengendara
tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalulintas sehingga budaya
melanggar peraturan lalu lintas.
B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
Menanggulangi terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
1. Upaya Preventif
Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif  terhadap kemungkinan
terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum).
Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:
a. Penyuluhun tentang berlalu lintas
b. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
c. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan
jasa raharja.
2. Upaya Refresif
Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran.
Upaya represif yang dilakukan adalah:
1. Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan
Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran
lalu lintas yang berupa tidak menyalakan lampu di siang hari. Pada
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwajibkan menyalakan
lampu di siang hari, akan tetapi faktanya di kota-kota besar masih
kurang kesadaran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk
menyalakan lampu pada siang hari. Tindakan yang dilakukan oleh
Polisi Lalu Lintas dalam hal ini masih berupa penindakan dengan
teguran.
2. Penindakan dengan pemberian surat tilang
Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar
lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat
ketika ada operasi/sweping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas
dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu
mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka atau
rambu.
Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap
pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga,
mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar  oleh  siapapun.
Lebih lanjut hal ini dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie,yang
menyebutkan bahwa :
” Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas   mencakup
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta  melakukan
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan
ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa
lainnya.20
Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum
mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat
kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-
sungguh dijalankan sebagaimana mestinya, dalam arti sempit, penegakan hukum
itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih
20 Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 23.
sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat
kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan”.
C. Landasan Hukum Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas
Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini
diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan(UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu,
terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-
Undang tersebut. Berikut   adalah peraturan perundang-undangan berhubungan
dengan  pengaturan  penindakan  pelanggaran  lalu lintas:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk
mengikuti prosedur pemeriksaan acara  cepat.  Pengaturan ini terletak dalam
BAB  XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan
Pasal 211 ialah:
a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan
ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan
kerusakan pada jalan.
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan
surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji
kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut
ketentuan peraturan  perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa
c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan
oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan
kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi
plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor
kendaraan yang bersangkutan.
f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur
lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-
rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang
diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara
memuat dan membongkar barang.
h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan
beroperasi di jalan yang ditentukan.
Penggunaan pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran
lalu lintas juga tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pasal 267 ayat 1:
“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda
berdasarkan penetapan pengadilan”.21
Penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas peradilan
yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan
umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga  tindak pidana
pelanggaran lalu  lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya,
Pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti
disebutkan pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
tentang tujuan penyelenggaraannya yaitu:22
a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa.
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ini ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, Sehingga
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
angkutan Jalan,h.125.
22 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan, h.7.
ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan
pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang
di ruang lalu lintas jalan. Pasal 7 ayat 2 butir e Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:
“urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan
berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.23
Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti
penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan
penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang jauh lebih banyak berada di
tangan Kepolisian.
Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan
kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu
lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHAP) sehingga surat
bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam
surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan
penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di
Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.
Adapun peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagian Lalu Lintas dan
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, h. 10.
Angkutan Jalan dalam kewenangannya  akan selalu melalui kepolisian  dalam
tahap  persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas,
pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa:
“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada
pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.24
Sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara
pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian, Pada proses pelaksanaan acara
cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan
bentuk acara lainnya.
Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan
perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak
sebagai kuasa penuntut umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan
dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan
bersifat final dan mengikat.25 Hal khusus lainnya adalah terkait dengan proses
pembuktian, seringkali pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya
terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa di dukung
oleh alat bukti lainnya. Sehingga, bersalah atau tidaknya bergantung pada
keyakinan hakim. Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap melakukan kritik, bahwa
dalam perkara cepat,   walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh
lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, h. 123.
25 M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
(Jakarta:Sinar Grafika,2010), h.423.
untuk menjatuhkan putusan kepada pelanggar, namun harus juga didukung oleh
alat bukti lainnya.
D. Kewajiban Yang Diberikan Oleh Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan memberikan kewajiban bagi  Pengadilan untuk memeriksa  dan
memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Pasal 267 ayat (1) Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pelanggaran
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan
cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan 2 (dua)
mekanisme penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  (tilang),  yaitu
pelanggar  yang hadir di persidangan atau pelanggar yang tidak hadir dan
menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam hal
pelanggar hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan
pemeriksaan cepat.
Apabila pelanggar tidak hadir di persidangan, maka denda dapat ditipkan
kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Meski demikian, untuk konteks
pelanggar tidak hadir di persidangan, bukan berarti meniadakan peran
Pengadilan. Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tetap memberikan peran kepada Pengadilan, dimana dalam hal putusan
pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang
dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
Sesuai pengaturan tersebut, peran pengadilan dalam hal pelanggar tidak hadir di
persidangan adalah untuk menetapkan besaran denda yang akan dikenakan.
Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan
kewajiban bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
lalu lintas. Dalam hal pelanggar hadir di persidangan, pemeriksaan dilakukan
berdasarkan acara pemeriksaan cepat. Sedangkan apabila pelanggar memilih hadir
di persidangan, akan tetapi pada hari persidangan tidak hadir, sesuai dengan Pasal
214 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persidangan tetap
dilanjutkan tanpa kehadiran pelanggar (verstek). Makna yang terkandung
dalam acara pemeriksaan cepat, sesuai Penjelasan Pasal 215 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, adalah pemeriksaan dilakukan atau berjalan secara
cepat dan tuntas.
Dengan demikian, mengeluarkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu
lintas (tilang) adalah pilihan yang sulit atau bahkan saat ini tidak mungkin untuk
dilakukan. Perlu ada perubahan terhadap undang-undang terlebih dahulu. Selama
belum ada perubahan perubahan undang-undang, Hakim dan Pengadilan tidak
boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
Terutama, dalam hal ini, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Dimana hakim
tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
diajukan kepadanya. Pada level undang-undang, hal tersebut juga diatur pada
Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
E. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat
Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada
berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam
masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam
masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk
menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial
yang diharapkan oleh masyarakat.  Namun,  dalam masyarakat yang sudah maju
hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan
konteksnya.
Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana
perubahan social, dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan
legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah
masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum. Sikap
dan kehidupan suatu masyarakat.
Kemudian dalam suatu  masyarakat  terdapat  aspek  positif dan negatif
dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif. Negatifnya adalah kecenderungan
menjadi pemerintahan tirani dan totaliter. Sedangkan positifnya adalah bahwa
gaya pemerintahan yang superaktif tersebut biasanya menyebabkan banyak
dilakukannya perubahan hukum dan perundang-undangan yang dapat
mempercepat terjadinya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat.
Perkembangan masyarakat seperti ini bisa kearah positif, tetapi bisa juga kearah
yang negative, sehingga masing-masing akan menyesuaikan kebudayaannya
dengan kebudayan baru untuk mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih baik
menurut penilaian mereka.
Sementara itu teori gerakan sosial menyatakan bahwa perubahan
masyarakat terjadi karena adanya gerakan  sosial dimana gerakan tersebut
terjadi karena adanya unsur ketidak puasan yang menimbulkan protes-protes
dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tatanan
masyarakat baru, termasuk didalamnya suatu tatanan hukum yang baru. Jadi
menurut teori-teori tersebut, justru perubahan hukum, bisa menghasilkan suatu
tatanan hukum yang baru, ini merupakan akibat dari adanya perubahan
masyarakat tersebut.
Hugo Sinzheimer berpendapat bahwa perubahan hukum senantiasa
dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-
peristiwa,serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang
mengaturnya, bagaimanapun kaidah hukum  tidak  mungkin kita  lepaskan  dari
hal-hal yang berubah sedemikian  rupa, tentu saja dituntut  perubahan hukum
untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.
Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam
masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-
undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku, dalam
keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus
disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab
sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata
ampuh untuk mengatasi hal terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang
dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan
termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang
melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.
Berbicara mengenai efektivitas hukum, tujuan efektivitas hukum akan
lebih banyak menggunakan optik atau kacamata sosiologis dari pada optik
normatif, namun bukan berarti optik normatif terlupakan sebab terlebih dulu harus
mengetahui perihal kaidah hukum itu sendiri dan tujuan dari hukum tersebut,
barulah dapat dipahami apakah hukum itu efektiv atau tidak.
Menurut Adam Podgorecky mengatakan bahwa agar suatu undang-
undang diharapkan berlaku efektif yaitu:26
26 Achmad Ali, “Menjalajahi kajian Empiris Terhadap Hukum,” dalam Adam Podgorecky
(Jakarta:Yarsif, 1998), h. 198.
1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi
2. Melakukan analisis terhadap penilaian dalam tata susunan yang hierarkis
sifatnya, dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau
pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang
positif artinya apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk dari
pada penyakit.
3. Verifikasi terhadap hipotesis tercapainya tujuan
4. Pengukuran terhadap efek
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralisir efek-efek
yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
6. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga
tujuan pembaharuan berhasil dicapai.
Ketenntuan perundang-
undangan tentang LLAJ
1. Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.
Pelaksanaannya:
1. Berjalan
2. Tidak berjalan
F. Kerangka Konseptual
Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran
Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan” .
Terwujudnya suatu masyarakat yang sadar akan adanya hukum dan mengerti
adanya suatu aturan hukum dalam kehidupan
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, jenis penelitian ini yang dianggap cocok
digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang di deskripsikan adalah
mengenai kewengan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran
lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun
2009.
2.   Lokasi Penelitian
Penyusunan skripsi ini didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis
mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah
yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Makassar,
khususnya Polrestabes Kota Makassar. Hal ini dianggap relevan dengan judul dan
tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif dalam hal ini seungguhnya adalah prosedur
penelitian  yang menghasilkan data-data deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau
lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Sehingga  data yang
dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan
angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan,foto,
video, dokumen pribadi, memo ataupun  dokumen resmi lainnya.
C. Sumber Data
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama,
atau langsung dari subyek/obyek penelitian. Data tersebut berupa jawaban
dari wawancara dengan sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang berasal bukan langsung dari pihak
yang bersangkutan (objek yang diteliti), melainkan berasal dari pihak lain
seperti literatur perpustakaan, artikel dalam majalah, jurnal-jurnal penelitian
yang berkaitan dan sumber media massa lainnya.27
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif  harus disesuaikan
dengan fokus  dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data lehih banyak pada
participan observation (observasi partisiptif), in depth interview ( wawancara
mendalam), dan dokumentasi, serta metode pengumpulan data yang lainnya yang
dapat menunjang kelengkapan data.
a. Observasi
Observasi, dalam kamus bahasa Indonesia berarti pengamatan atau
peninjauan. Observasi yang dimaksudkan adalah mengadakan penelitian awal
sebelum melakukan penelitian secara resmi, artinya peneliti mengadakan
pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat
diperoleh sesuai dengan masalah-masalah yang diangkat dalam skripsi ini.
b. Wawancara
27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika,1996), h.
13.
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan
penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari
pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan dokumen.
E. Instrumen Penelitian
Pada bagian ini dikemukakan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen
kunci sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan,
tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen.
Oleh karena itu, keberadaan peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif
mutlak. Keberadaan peneliti ini harus digambarkan secara eksplisit dalam laporan
penelitian.
F. Teknik Pengolaaan Dan Analisis Data
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder
akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan
kenyataan sebagai gejalan data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam
data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi
ini.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pada bagian ini diuraikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh peneliti
untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi
yang absah, maka perlu diuji kredibilitasnya dengan memperpanjang keberadan
peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam,(menggunakan beberapa sumber,
teknik,dan waktu), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan
kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum  kewenangan polisi tentang tindak pidana pelanggaran
lalu lintas
Dalam perkembangannya sering sekali yang menjadi momok bagi
masyarakat pengguna atau pengendara jalan dalam ruang berlalu lintas saat
berkendara adalah melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu
lintas yang di lakukan oleh para pengguna jalan menjadi salah satu permasalahan
lalu lintas dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam lingkup lalu lintas
dan angkutan jalan, baik itu berupa pelanggaraan terhadap rambu-rambu jalan,
batas kecepatan maksimal berkendara, tidak di lengkapinya safety driving maupun
safety riding saat berkendara, yang tidak kalah pentingnya kelengkapan surat
kendaran saat berkendara.
Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara bermotor
wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam
bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam
pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat
pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan
suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalah dalam berlalu lintas,
baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan
aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya.
Sementara tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 adalah:
1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjungjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.
Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota
Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 butir 1 yang
berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan
tugas kepolisian mencangkup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi
pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, registrasi
dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu
lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang
melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan
bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak
pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyelidik.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyelidik adalah
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam
Undang-Undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Karena tugasnya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa
setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi
seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan
perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara
untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah
menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat
Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.
Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di
Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yaitu:28
Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana,
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan berwenang:
a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita
sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan
berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
b. Melakukan  pemeriksaan atas kebenaran keterangan  berkaitan dengan
Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
28 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, h. 121.
c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,
dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan
Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda
Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau
kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan
Lalu Lintas.
i. Melakukan  tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dianggap hal yang sangat biasa terjadi,
hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum. Bicara tentang
kesadaran hukum pada hakikatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai
yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soekanto bahwa:
“Kesadaran hukum merupakan suatu yang ada atau yang diharapkan. Pada
umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar
imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun
secara akumulatif”.29
Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu
melindungi kepentingan manusia dan sehingga harus dilaksanakan serta
pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakikatnya kesadaran hukum adalah
29 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali,
1982), h. 221.
kesadaran akan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran
hukum adalah sumber segala hukum, dengan perkataan lain kesadaran hukum itu
ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu
dilaksanakan, dan dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan
terlindungi.
Penindakan pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh Polisi lalu lintas
terhadap pengguna jalan yang biasanya di kenal dengan proses tilang. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan
dalam penilangan sering sekali di salah gunakan oleh beberapa oknum Kepolisian
untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang
sering terjadi dalam pelaksanaan bagaimana kewenangan dan fungsi aparat
Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelangaran lalu
lintas.
Adapun jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar dalam
kurun waktu lima tahun adalah:
Tabel.1
TAHUN MUATAN KECEPATAN RAMBU SURAT-
SURAT
TOTAL
2009 214 295 2540 3618 6667
2010 123 150 1253 2312 3838
2011 373 177 2356 2873 5779
2012 663 189 1131 1947 3930
2013 914 269 1302 2853 5338
Sumber Data: Kantor Polrestabes Makassar 2014
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa dalam kurun waktu lima
tahun terakhir yaitu tahun 2009 s/d 2013 menunjukan bahwa jenis pelanggaran
yang dominan terjadi di masyarakat adalah tidak membawa Surat  Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh pengendara.
Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain: (Wawancara dengan
anggota Sat Lantas Kota Makassar Bapak Hery, tanggal 29 September 2014):
1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau
keamanan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat
Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Uji
Kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku
atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh
orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat
tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor
Kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu
lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.30
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan beberapa faktor penyebab
terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:
a. Tidak disiplin
Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan
tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan
peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu
lintas di Kota Makassar. Menurut salah satu anggota Sat Lantas yang pernah
melakukan pelanggaran disebabkan karena ketidaksiplinan kepada rambu-
rambu lalu lintas.
b. Ketidakpahaman / ketidaktahuan
Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat
meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam berkendara
pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya
30 Hery, Anggota Satlantas Polrestabes Makassar, Wawancara, Kantor Polrestabes
Makassar, 29 September,2014.
dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat
kelengkapan berlalu lintas.
Ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang melakukan
pelanggaran lalu lintas karena tidak mengetahui peraturan dan marka rambu
lalu lintas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelanggaran
lalu lintas ini banyak dilakukan oleh siswa yang tidak mengetahui marka
rambu lalu lintas.
c. Faktor Kealpaan/lupa
Setiap orang pasti pernah khilaf atas apa yang telah dilakukannya baik
itu kata maupun perbuatan, tanpa terkecuali terhadap peraturan-peraturan
lalu lintas yang juga kebanyakan pengendara melupakan hal-hal penting
dalam berlalu lintas seperti lupa membawa Surat Izin Mengemudi dan Surat
Tanda Nomor Kendaraan karena faktor terburu-buru.
d. Sarana dan prasarana jalan
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas
di jalan bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor ketidaksiplinan, faktor
kealpaan/lupa, atau faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan saja tetapi juga
disebabkan oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatatan
berlalu lintas, misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang,
marka rambu maupun alat pemberi isyarat lalu lintas yang kurang baik atau
rusak, sehingga pengendara kendaraan bermotor banyak yang melakukan
pelanggaran lalu lintas akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai.
e. Kelalaian
Faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang sering
mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Contoh seseorang yang
ngebut-ngebutan di jalan dan menabrak seorang pengendara sepeda motor
lain. Sangatlah jelas bahwa faktor kelalaian di jalan merupakan salah satu
faktor pelanggaran lalu lintas.31
Barang bukti atau dolus delicti adalah barang bukti kejahatan atau
pelanggaran. Tindakan yang biasanya dilakukan terhadap benda atau barang bukti
yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menahannya untuk sementara
guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan tersebut oleh Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana disebut penyitaan, yang dalam bahasa Belanda
dikenal dengan istilah ’’inbeslagneming’’. Penyitaan diatur terpisah pada dua
tempat. Sebagaian besar diatur dalam bab V, bagian keempat, mulai Pasal 38
sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
sedangkan sebagian kecil dalam bab XIV, bagian kedua, yang dijumpai pada Pasal
128 sampai dengan Pasal 130 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Penyitaan pada hakikatnya wewenang dan fungsi penyidikan.
Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, itu
sebabnya Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan
tegas menyatakan: penyitan hanya dapat dilakukan oleh ’’penyidik’’.
Dari penjelasan di atas maka akan didapatkan siapa saja yang berwenang
dalam melakukan penyitaan alat bukti atau barang bukti, yaitu; Menurut Pasal 6
ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Pejabat Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang
khusus di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) disana di sebutkan yang berwenang melakukan
31 Hery, Anggota Satlantas Polrestabes Makassar, Wawancara, Kantor Polrestabes
Makassar, 29 September,2014.
penyitaan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan yang terdapat dalam Pasal 259,
adalah  Pasal 259 ayat (1).
Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
menurut Undang- Undang ini. Dalam penyitaan barang bukti tindak
pidana pelanggaran lalu lintas pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lalu lintas dalam hal ini yang
berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pelanggaran
lalu lintas, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang baik itu dalam
Kitab Undang-Undang Hukam Acara Pidana maupun Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Pasal 270 ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan dan penitipan benda
sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan
angkutan jalan.
Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang
membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang
berbentuk biasa dengan tata cara pelaksaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu
dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak
langsung, penyitaan surat atau tulisan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat
(1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan
yang tidak sah, Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan
hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelangaran
lalu lintas, sebab mereka harus bolak – balik ke pengadilan untuk meminta surat
izin kepada ketua Pengadilan Negeri.
Namun terdapat pengecualian penyidik dapat melakukan penyitaan yang
sah apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas di lapangan
berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
Dalam keadaan tertangkap tangan, dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan
mendesak sehingga menurut rumusan Pasal 38 ayat (2), sehingga memaksa
penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik
tak mungkin lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
Berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (2), maka penyitaan wajib segera
dilaporkan kepada ketua PN, jika tidak penyitaan tersebut tidak sah, Tilang adalah
bukti pelanggaran. Tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar
lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda
bukti penyitaan atas barang bukti yang disita oleh Polisi Lalu Lintas
(POLANTAS) dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan
sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran  lalu lintas
jalan.Yang perlu di ketahui dalam proses tilang ialah isi dari form tilang dan
peruntukannya, blangko tilang yang diberikan peyidik terhadap terdakwa
pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelangaran atau sebagai bukti penyitaan lalu
lintas tertentu dan merupakan perintah/ eksekusi/ panggilan untuk menghadap
pengadilan negeri dan atau setoran uang titipan di bank, form atau blangko tilang
(buku tilang) terdiri dari 5 (lima) set yaitu,: Merah untuk proses sidang pengadilan
tilang (untuk palanggar), Putih untuk kejaksaan, Kuning untuk arsip kepolisian,
Hijau untuk pengadilan dan Pengaturan lalu lintas biru untuk arsip pelanggar
sebagai tanda terima dari pada surat dan lain-lain bukti pelangaran yang telah
disita petugas sebagai barang titipan dan berkewajiban untuk menitipkan denda ke
Bank (untuk pelanggar). Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi
bagi pelanggar.
Seseorang bisa minta di sidang di pengadilan, mau bayar ke Bank-bank
yang telah bekerjasama dengan pihak Kepolisiaan, atau pilihan lain di titipkan
kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah Polisi.
Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala
Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998) tentang
buku petunjuk teknis penggunaan blangko tilang. Polisi lalu lintas (POLANTAS)
menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas Memberhentikan, melarang, atau
menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut
diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil
kejahatan.
Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi,kendaran Bermotor,
muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; Pasal 260 ayat 1 huruf (a)
dan (d) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan. Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan lalu lintas adalah
pemeriksaan acara cepat, yang mana dalam ketentuannya perkara yang di
pemeriksa dengan pemeriksaan acara cepat ada 2 bagian yaitu:
a. Acara  pemeriksaan tindak pidana ringan Pasal 205 s/d 210 Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana acara pemeriksaan tindak
pidana ringan ialah perkara yang di ancam dengan pidana penjara atau
kurungan paling lama 3 bulan.
b. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan Pasal 211 s/d 214 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam memeriksa
perkara pelangaraan lalu lintas, menurut Pasal 212 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diperlukan berita acara
pemeriksaan. Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)
huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), segera
di serahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan
hari sidang pertama berikutnya.
B. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan  disiplin
berlalu lintas
Dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat, diakui
banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat pelaksana
dilapangan. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan semakin rapuhnya upaya
peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Salah satu
Kendala yang ditemukan di lapangan diungkapkan oleh anggota satlantas sendiri
bahwa kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh kurangnya
personil yang khusus menjaga pelaksanaan disiplin berlalu lintas di lapangan. Jadi
kurangnya personel pada tingkat pelaksana menjadi faktor terpenting dalam
melalakukan berbagai upaya pengamanan bagi pengguna jalan raya, kendala
selanjutnya ialah akibat kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya masyarakat
yang mengenyam pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi.
Dari kedua kendala yang penulis uraikan merupakan kendala yang bersifat
structural dan sosiologis.  Sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak
demi terwujudnya sistem pengamanan lalu lintas yang baik dan kondusif.
Sesungguhnya yang mempengaruhi permasalahan lalu lintas adalah  latar
belakang kehidupan.
1. Latar belakang kehidupan masyarakat
Bila kita amati sebagian besar masyarakat Indonesia ekonominya
lemah, proses pendidikan yang diterimanya juga rendah dan kacau.
Ekonomi yang lemah membentuk dia mementingkan untuk bertahan
hidup dari pada aturan-aturan yang harus diikutinya, lebih ruyam lagi
terhadap mereka yang mendapatkan pendidikan yang baik, tapi mereka
kurang menghargai norma-norma di masyarakat atau peraturan-peraturan
yang ada.
2. Penyalahgunaan pemberian SIM adalah kesalahan besar
Kesalahan besar bagi petugas yang menyalahgunakan pengujian
mendapatkan Surat Izin Mengemudi adalah tidak memberikan
pengalaman bagi calon pemegang Surat Izin Mengemudi, para
pemegang Surat Izin Mengemudi yang tanpa melalui ujian secara
wajar, tidak mendapatkan pengalaman menggunakan jalan dengan
baik, mereka tidak mendapat teguran pada waktu salah. Hal ini
berpengaruh dalam perilaku menggunakan jalan, malah dimungkinkan
kurang menguasai peraturan-peraturan lalu lintas.
3. Berdamai dengan pelanggar lalu lintas
Berdamai dengan pelanggar lalu lintas dan meminta uang (pungli)
adalah memberi pengalaman yang sangat jelek bagi para pelanggar,
mereka tidak mengindahkan lagi pelanggaran yang dilakukan karena
tidak mendapat sanksi apa-apa dari petugas, tetapi akan mendidik
menyiapkan uang untuk memberi kepetugas guna pelanggran yang
dilakukan, jelas bagi mereka yang melakukan pungli ini akan
menambah permasalahan lalu lintas.
4. Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintas, perlu kita akui belum membudaya
dilingkungan polisi, apa rencana yang dibuat untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan rencana tersebut dan
bagaimana mengendalikan anggota yang melaksanakan tugasnya. Para
pejabat polisi kurang memanfatakan daya manajerial dan
mendayagunakan dan fungsi-fungsi yang ada di polisi lalu lintas, hal
ini yang mengakibatkan dari hari ke hari lambat kemajuannya,
disamping itu para pimpinan sat lantas kurang memanfaatkan secara
optimal potensi yang dimilikinya, khususnya sumber dana untuk
mendorong fungsi yang ada padanya lebih optimal. Misalnya
penelitian terhadap administrasi dan manajemen lalu lintas yang
benar-benar sesuai informasi manajemen.32
Manajemen lalu lintas merupakan suatu teknik perencanaan dan
perancangan transportasi yang sifatnya langsung diterapkan di lapangan dalam
mengatasi permasalahan lalu lintas terutama dalam jangka pendek dan menengah.
Menurut Jones, manajemen sistem transportasi mengkordinasi pengaturan,
pengoperasian serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pelayanan untuk mencapai
efisiensi dan produktifitas secara optimal untuk sistem tersebut secara
keseluruhan. Berdasarkan defenisi tersebut sasaran dari manajemen lalu lintas
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
32Sanyata Sumansa Wira, Menyongsong Modernisasi POLRI (Bandung:Sespin
Polri,1992),h.69-70.
1. Melancarkan arus lalu lintas yang meliputi perbaikan kapasitas di
simpang dan ruas jalan pada jaringan jalan tertentu.
2. Melancarkan arus pergerakan orang yang mancakup prioritas pada
moda   angkutan umum serta pejalan kaki.
3. Pengendalian dan pengelolaan keperluan transportasi (transport
demand) yang meliputi pengelolaan dan pengaturan parkir serta
pengendalian dengan pembatasan lalu lintas baik fisik maupun
finansial.
4. Meningkatkan keamanan lalu lintas yang meliputi pengendalian
kecepatan, pengadaan rambu, marka dan lampu jalan.
C. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( LLAJ ) dalam mengatasi permasalahan lalu lintas.
Permasalahan lalu lintas biasanya tumbuh lebih cepat dari upaya untuk
melakukan pemecahan permasalahan tranportasi lalu lintas sehingga
mengakibatkan permasalahan menjadi bertambah parah dengan berjalannya
waktu. Untuk bisa memecahkan permasalahan lalu lintas perlu diambil langkah-
langkah berani atas dasar kajian dan langkah-langkah yang pernah dilakukan
dikota-kota lain.
Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya yang ditandai dengan
menurunnya kecepatan perjalannan dari kecepatan yang seharusnya atau bahkan
terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyak jumlah kendaraan melebihi
kapasitas jalan. Kemacetan ini disebabkan oleh beberapa pemasalahan Ratio
Infrastruktur Transportasi dengan Luas Lahan Jakarta sebagai ibu kota Negara
Republik Indonesia hanya memiliki ratio sebesar 6 persen dengan jumlah
penduduk yang sebagian besar menggunakan jalan sebagai sarana transportasi jadi
tidak heran jika kita sering melihat pemberitaan tentang kemacetan yang terjadi
pada ibu kota kita yang luas jalannya hanya 6,4 persen, Padahal jumlah kendaran
per kapita juga sudah sangat tinggi sehingga kemacetan merupakan salah satu
permasalahan di kota-kota besar Indonesia.
Adapun beberapa faktor yang menjadi permasalahan antara lain adalah:
1). Jaringan jalan untuk kendaraan. Jaringan jalan terutama dikawasan
perkotaan yang tidak memiliki konsep jaringan yang memadai yang
mengakibatkan pilihan rute menuju suatu kawasan terbatas sehingga
beban jalan-jalan tertentu menjadi sedemikian padatnya. Hal ini
diperparah dengan jumlah kendaraan yang sangat tinggi. Bab V Pasal
7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan disana disebutkan Penyelengara Negara Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada
masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Badan Hukum,
dan/atau masyrakat.33
2). Jaringan jalan untuk pejalan kaki. Fasilitas untuk pejalan kaki
umumnya tidak mendapat perhatian yang cukup oleh pemerintah
daerah dan kalaupun fasilitas pejalan kaki tersedia tidak di dukung
dengan standar desain yang baik. Padahal pejalan kaki sama-sama
pembayar pajak dan dapat perlindungan hukum. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) Pasal 106 ayat (2), Pasal 131 ayat (1) (2) (3), Pasal 132 (1)
dan (2) dengan jelas menyusun bahwa pejalan kaki berhak atas
fasilitas pendukung dan wajib di utamakan keselamatannya.34
33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan,h.10.
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, h. 69.
Angkutan umum yang tidak memadai mendorong masyarakat untuk
menggunakan angkutan umum. Pelayanan angkutan umum yang dihadapi
pemerintah daerah khususnya dikawasan perkotaan. Penyediaan angkutan umum
menjadi tanggung jawab pemerintah. Biasanya penyediaan jasa angkutan umum
bagi warga masyarakat di laksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuaan Peraturan
Perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan jalan. Pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan masyarakat kian
memprihatinkan dari tahun ke tahun yang pada gilirannya akan mengakibatkan
peningkatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka
yang tidak sedikit. Disamping itu ketidak tertiban juga akan mengganggu
kelancaran lalu lintas yang akan menurunkan kecepatan perjalanan. Pihak
kepolisian berperan besar dalam memberi keamanan dan keselamatan berlalu
lintas tentunya disertai dengan peran serta masyarakat akan sadarnya taat hukum
berlalu lintas sebagai wujud terselenggaranya apa yang menjadi tujuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 (LLAJ) Pasal 200 ayat (1) (2) dan (3).
Angka kecelakaan di Indonesia cenderung cukup tinggi bila dibandingkan
dengan negara-negara lain di negara Asean. Seperti yang dari keterangan Kepala
dikatakan hampir 90 kecelakaan lalu lintas setiap harinya yang terjadi dan
menyebabkan kematian. Faktor yang menyabakan terjadinya kecelakaan adalah.
Faktor manusia, Faktor kendaraan, Faktor cuaca, Faktor jalan/ sarana dan
prasarana.
Pencemaran lingkungan dampak pencemaran lingkungan ini biasanya
berupa emisi gas buang yang berupa gas dan pratikel beracun yang berbahaya dan
berdampak pada lingkungan sekitar. Memenuhi persyaratan kendaraan secara
teknis belum membuat kendaraan kita layak jalan, ada hal lain yang harus kita
perhatikan, kita harus memperhatikan syarat lain sebuah kendaraan layak jalan,
sesuai Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Kualitas gas buang dari suatu kendaraan yang
beroperasi dijalan haruslah memenuhi pengujian gas emisi yang dibuang oleh
kendaraan, ini sebagai syarat terpenting guna mencegah permasalahan
pencemaran lingkungan.
Dengan segala permasalahan kemacetan lalu lintas angka kecelakaan yang
tinggi, pelanggaran maupun dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan
oleh kendaraan akan menjadi parah kalau tidak didukung dengan menejemen lalu
lintas yang menjadi perencanaan dalam melaksanakan segala sesuatu dalam
bidang lalu lintas dimana menajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan
perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasaan.
tentunya saja segala kegiatan tersebut dijalankan oleh instansiinstansi yang
bertanggung jawab dan membidangi dalam hal lalu lintas. Menajemen dan rekyasa
lalunlintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan ( LLAJ ).
Di dalam penerapan hukum lalu lintas harus   mempunyai komponen
agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut :
a. Manusia sebagai pengguna
Manusia sebagai pengguna dapat berperan  sebagai pengemudi atau
pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan
kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain).
Perbedaan- perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan phisik
dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar
seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
b. Kendaraan
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang
berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan
muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk
bisa bermanuver dalam lalu lintas.
c. Jalan
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan
bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.
Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas
dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan
serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.
Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu
konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan
hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Saya mencoba
menjabarkan penerapan yang saya analisis dalam pasal 245 Undang- Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan
konsep sebagai berikut:35
1. Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas
bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas.
35 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, h. 114-115.
2. Kegiatan perencanaan lalu lintas
Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi
tingkat pelayanan, maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui
tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud
tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan
ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan
tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
3. Kegiatan pengaturan lalu lintas
Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-
ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan
kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan
sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau
minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah
bagi pemakai jalan.
4. Kegiatan pengawasan lalu lintas
Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu
lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk
mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut
untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah
ditentukan, termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain
meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu
lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan
tindakan- tindakan koreksi yang telah dilakukan  atas pelanggaran
tersebut, termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi
penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis
pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas
pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum
terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik
kejahatan ataupun pelanggaran,  maka tugas pemerintah adalah menegakkan
hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur
mengenai pelanggaran dan  juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.
Banyak diantara warga pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat
maupun roda dua tidak mengetahui isi dari Undang Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan no 22 tahun 2009 yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu.
Padahal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini terdapat
daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran
lalu lintas dengan mengelompokan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran.
Atas penjelasan tersebut untuk penerapan khususnya sanksi dapat
dilakukan dengan proses acara biasa, singkat dan cepat.  Penyidikan dilakukan
oleh kepolisian, kemudian oleh kepolisian di limpahkan kekejaksaan oleh
kejaksaan dibuatlah surat dakwaan kemudian oleh terdakwa dapat melakukan
pleidoi/surat pembelaan atas dakwaan, kemudian pembuktian dan terakhir adalah
putusan.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian mengenai kewenangan polisi dalam penyitaan
barang bukti pelanggaran lalu lintas di atas maka dapat disimpulkan:
1. Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.
2. Sementara penerapan perundang-undangan atas kewenangan oleh aparat
belum berjalan dengan optimal karena masih adanya oknum-oknum polisi
lalu lintas yang belum sadar tentang peraturan dan mengabaikannya .
B. Implikasi Penelitian
1. Pengendara bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus
mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, terutama tata tertib
keamanan berlalulintas supaya tidak merenggut korban jiwa dan bisa
merugikan orang lain. Hal ini harus disadari pada setiap pengendara
bermotor dijalan agar tidak ada yang dirugikan.
2. Penegak peraturan lalu lintas harus tegas dalam menangani para
pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum
peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang
melanggar peraturan lalu lintas. Tidak hanya disiang hari tapi dimalam
hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu
kendaraanya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya
maupun orang lain.
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